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PUTUSAN
Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan
mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Cerai Gugat antara:

Penggugat, xxx, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18
November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kwandang dengan Nomor Register 254/Pdt.G/2022/PA.Kwd, tanggal 18
November 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat
dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 05 April 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. sebagaimana
tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/05/IV/2019 tanggal 05
April 2019;

2. Bahwa setelah pemikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah Penggugat di Dusun Talulobutu, Desa Titidu, Kecamatan
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Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, selama 3 bulan, kemudian pindah

dirumah Penggugat di Dusun Talulobutu, Desa Titidu, Kecamatan

Kwandang, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan harmonis telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah

dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bemama Anak umur 2 tahun 6

bulan, dan saatini di asuh oleh Penggugat;

3. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah:

4.1. Bahwa Tergugat tidak suka Penggugat berkomunikasi dengan teman
perempuan yang merupakan istri dari mantan Penggugat;

4.2. Bahwa saat Penggugat meminta uang hasil kerja Tergugat untuk
kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak meberikan uang tersebut;

4.3. Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu
pulang kerumah orang tua Tergugat, dan selalu mengeluarkan
kata-kata bercerai;

44. Bahwa selama 3 bulan berpisah rumah Tergugat sudah tidak
memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
saatini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pasar lama,
Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, sedangkan Penggugat saat ini tinggal
di rumah Penggugat di Dusun Talulobutu, Desa Titidu, Kecamatan
Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat,
sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
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7. Bahwa Penggugat tidak lagi maminta ataupun menuntut hak - hak
Penggugat baik nafkah anak, nafkah iddah, maupun nafkah mutah dari
Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di
atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cqg.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan
selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan vyang
seadil-adilnyanya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’/kuasa hukumnya
yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas
panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran
tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata
sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara
memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan

ingin tetap bercerai dari Tergugat;
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Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/05/IV/2019 tanggal 5 April
2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang,
Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksil dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

e bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan
Tergugat bernama Tergugat;

e bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri yang menikah pada tanggal 05 April 2019 di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang,
Kabupaten Gorontalo Utara dengan status janda mati dan duda hidup;

e bahwa selama bemumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir
tinggal di numah Penggugat sampai akhimya Penggugat dan Tergugat
pisah rumah;

e bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak perempuan;

e bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis,
Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

e bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan saksi pernah
mengambil anak Penggugat dan Tergugat ketika keduanya sedang

bertengkar pada malam hari;
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e bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang
memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, anak
Tergugat dengan isteri pertamanya juga sering ikut campur masalah
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Saksi juga pernah
mendengar Tergugat mentalak Penggugat;

e bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3
bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

e Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak
berkomunikasi, bahkan sudah tidak pemah menjalankan hak dan
kewajibannya sebagai suami isteri;

e Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun
kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Saksi ll dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

e bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan
Tergugat bernama Tergugat;

e bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri;

e bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir
tinggal di umah Penggugat sampai akhimya Penggugat dan Tergugat
pisah rumah;

e bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak perempuan;

e bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun
2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan
harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan
bertengkar;

e bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung

Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
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e bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak
memberikan ongkos untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Penggugat, Tergugat pernah mengatakan kata cerai kepada
Penggugat, dan Tergugat juga pernah cemburu kepada Penggugat;

e bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
sekitar bulan Juni tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;

e Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak
berkomunikasi, bahkan sudah tidak pemah menjalankan hak dan
kewajibannya sebagai suami isteri;

e Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun
kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat
bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan
Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang
pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari

kesempurnaan putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh
karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan

selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena
itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang
relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah
terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu
Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat
yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan
patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di
persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak temyata adanya
suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis
Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan
verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum
Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

Al SO e Bod 5l TN e g Oy
Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat
diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur
mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal
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115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah
berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan
cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak Juni 2019
dan penyebabnya adalah karena Tergugat tidak suka Penggugat
berkomunikasi dengan teman perempuan yang merupakan istri dari mantan
Penggugat, saat Penggugat meminta uang hasil kerja Tergugat untuk
kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak meberikan uang tersebut, setiap
Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu pulang kerumah orang tua
Tergugat, dan selalu mengeluarkan kata-kata bercerai, dan selama 3 bulan
berpisah rumah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022, yang mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya
di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena
itu hamus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan
kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui
seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini
masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap
membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi,
untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2
(dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan AKta
Nikah yang merupakan akta otentik telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi
syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan
Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga
bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat
materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas bukti P telah
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat sebagai alat bukti sebagai
akta otentik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut,
Penggugat mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk
didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat
(2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi
Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat
tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan
Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai
saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling

berkaitan satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat
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terutama mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak berjalan
rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah
kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat
pernah mengatakan kata talak kepada Penggugat, sehingga hal-hal tersebut
yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tiga bulan yang lalu, yang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua)
orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah
terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

e bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah
pada tanggal 05 April 2019 dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan
yang bernama Anak umur 2 tahun 6 bulan, dan saat ini di asuh oleh
Penggugat;

¢ bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di di rumah
Penggugat di Dusun Talulobutu, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang sampai
akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumabh;

e bahwa, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar;

¢ bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pernah mengatakan
kata talak kepada Penggugat, sehingga hal-hal tersebut yang menyebabkan
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

¢ bahwa, saatini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni

2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
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e bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan
hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas,
dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan sudah sulit dirukunkan disebabkan karena Tergugat
kurang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga dan Tergugat pernah mengatakan kata talak kepada
Penggugat, sehingga hal-hal tersebut yang menyebabkan Penggugat dan
Tergugat berselisih dan bertengkar hingga akhimya sejak bulan Juni 2022,
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi
dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

e bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukan sikap dan
tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah
tangganya dengan Tergugat;

e bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 5 (lima)
bulan dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak
saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya
sebagai suami isteri;

e bahwa para saksi Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga,
demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha
memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya

bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan
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bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin
dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian
berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan
keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Begitupun
Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh majelis dalam
persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada
harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab
itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (syigaq, broken marriage),
yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim memandang bahwa hubungan suami istri
merupakan hubungan yang sakral, di dalamnya terdapat perbedaan petunjuk
dan persyaratan sesuai dengan syariat Islam. Ada berbagai jenis kewajiban
yang harus dipenuhi. Di sisi lain, ada juga hak yang dapat diklaim dari satu
pihak ke pihak lain. Sebagai contoh suami berhak menuntut penyerahan istri, di
sisi lain ia berkewajiban menafkahi kebutuhan istri. Di sisi lain, istri memiliki hak
untuk meminta dukungan suaminya, tetapi harus mematuhinya;

Menimbang, bahwa jika ada salah satu pihak diantara suami atau isteri
tersebut yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka akan berpotensi
untuk menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga, seperti halnya yang
dialami Penggugat yang tidak mendapatkan haknya sebagai seorang isteri
berupa nafkah yang layak dar Tergugat, sehingga atas dasar tersebut
Penggugat keberatan dan mengajukannya ke pengadilan;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat
dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai
suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat

kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap
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akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan
memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis
hakim berkesimpulan bahwa tjuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam
Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu
membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga
yang bahagia dan kekal tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, akibat rentetan permasalahan yang terjadi dalam pernikahan
Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang,
sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat terbangun dan terwujud dengan
baik;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud
maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi
Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada
kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan
perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu
tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus
memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat. Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam
telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah
tangga, yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai
(hakam) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya,
dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya
tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surah An-Nisa’ Ayat 35 dan
Surah Ar-Rum Ayat 21Menimbang, bahwa fakta-fakat di atas telah sesuai pula
dengan pendapat Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah
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al-Zuhaily dalam kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuhu j. IX, h. 6832 yang diambil
alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :
Jaall g Aplall Aleladll g 5 jlall lasn) (25 Al e Bin s AR5 gl (25 A (B g A 550

Artinya: “Bagi istri terdapat beberapa hak yang bersifat materi berupa mahar dan
nafkah dan hak-hak yang bersifat non materi seperti memperbagus dalam

menggauli dan hubungan yang baik serta berlaku adil.”

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan pendapat

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm, juz VII, hal. 121 yang diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi;

O 58 Y G Ja3) telsia & 2530 e slall B8 & o 4215 Lash 03 Wl ;63 0 das ) (800 08

48105 dna Galia 05 DS Ol b B 2555 alad V5 A i Ly il

Artinya: Imam Syafi'i berkata, baik AlQuran maupun sunnah telah
menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap isteri adalah mencukupi
kebutuhannya. Konsekuensinya adalah suami tidak boleh hanya sekedar
berhubungan badan dengan isteri tetapi menolak memberikan haknya, dan
tidak boleh meninggalkannya sehingga diambil oleh orang yang mampu
memenuhi kebutuhannya. Jika demikian (tidak memenuhi hak isteri), maka
isteri boleh memilih antara tetap bersamanya atau pisah dengannya.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan
kaidah fighiyah yang berbunyi;

Flall o e pin bl )5

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.
Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan

bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan
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dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di
persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung Rl No. 38 K/AG/1990,
bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi
penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah
sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat
petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak
sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Pengggat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat
(Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 Masehi. bertepatan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Jumadilawwal 1444 Hijriyah. Oleh kami Rajabudin, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.l. dan Arsha Nurul
Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh.
Adnan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. Rajabudin, S.H.I.
Hakim Anggota,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : RP 30.000,00,-
Biaya Proses : RP 60.000,00,-
Biaya Pemanggilan . RP 315.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan : RP 20.000,00,-
Biaya Redaksi : RP 10.000,00,-
Biaya Meterai : RP _10.000,00,-
Jumlah : RP 445.000,00 (Empat ratus empat puluh

lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



